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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap ketidaksesuaian transaksi
gadai konvensional dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Gadai konvensional,
sebagai lembaga keuangan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan keuangan
yang mendesak secara aman dan cepat. Melalui pendekatan analisis perbandingan,
penelitian ini menyoroti sejumlah aspek ketidaksesuaian, seperti penggunaan bunga
(riba), ketidakjelasan kepemilikan aset, dan risiko ganda yang mungkin timbul dalam
praktik gadai konvensional. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder, serta
analisis mendalam terhadap peraturan-peraturan terkait dan literatur-literatur yang
relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada aspek-aspek didalam
transaksi tersebut dapat memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan gadai
konvensional dalam konteksekonomi syariah. Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi
pentingnya memahami perbedaan antara gadai konvensional dan prinsip-prinsip ekonomi
syariah, serta mendorong pertimbangan serius terkait harmonisasi antara praktik keuangan
konvensional dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah padatransaksi
di pegadaian konvensonal.

Kata Kunci: Gadai, Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

This research aims to conduct an analysis of the incompatibility of conventional pawn
transactions with the principles of sharia economic law. Conventional pawnshops, as a
financial institution to help people get urgent finances safely and quickly. Through a
comparative analysis approach, this research highlights a number of aspects of
incompatibility, such as the use of interest (riba), unclear asset ownership, and multiple
risks that may arise in conventional pawn practices. This research method uses a
gualitative method with a descriptive approach involving primary and secondary data
collection, as well as in-depth analysis of related regulations and relevant literature. The
research results show that discrepancies in aspects of these transactions can have a
significant impact on the sustainability of conventional pawning in the context of sharia
economics. The implications of these findings underscore the importance of
understanding the differences between conventional pawning and sharia economic
principles, and encourage serious consideration regarding the harmonization of
conventional financial practices with sharia economic values. This research is expected
to provide an understanding of what is not in accordance with sharia economic law in
transactions at conventional pawnshops.
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1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang utuh dan sempurna yang telah memberikan panduan kehidupan
manusia dari segala aspek baik dari ibadah maupun bermuamalah. Muamalah merupakan aturan
yang telah ditetapkanoleh Allah dan harus diikuti untuk mengatur hubungan antara manusia dengan
manusia terkait memperoleh dan pegembangan harta (Lusiana, 2019). Manusia secara alami
memiliki naluri sebagai mahluk sosial yang bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, tidak
mengherankan apabila kebutuhan dan keinginan manusia itu akan terus bertambah setiap harinya
(Sya’ada, 2022).

Di era sekarang dan ditambah adanya pandemi Covid-19 tingkat perekonomian menurun.
Penurunan ekonomi bisa menyebabkan meningkatnya berkurangnya pendapatan dan juga
pemutusan hubungan kerja (Melati, 2023). Terutama pada masyarakat yang ekonomi yang berada
pada di kelas menengah ke bawah, banyak pekerja yang terkena PHK (pengurangan hak kerja)
(Pertiwi, 2021). Hal inilah masyarakat semakin banyak mencari dana tambahan untuk mencukupi
kebutuhannya

Gadai salah satu solusi alternatif yang aman cepat dan mudah untuk mendapatkan punjaman
dana tanpa adanya memberatkan kepada Masyarakat. Berbeda ketika meminjam di bank,
masyarakat akan Gadai adalah salah satu solusi alternatif yang aman cepat dan mudah untuk
mendapatkan punjaman keuangan tanpa membebankan masyarakat dalam meminjam. Berbeda
halnya meminjam di bank, yang dimana masyarakat akan menemui banyaknya peraturan. Hal ini
membuat proses peminjaman membutuhkan waktu yang lebih lama (Zuhdi, 2021)

Salah satu jenis lembaga agunan yang sangat terkenal di kalangan masyarakat adalah
pegadaian. Pegadaian telah dikenal lama sebagai lembaga keuangan yang menyediakan dana untuk
berbagai keperluan masyarakat. Sebagai badan usaha milik negara di Indonesia, pegadaian secara
khusus berfokus pada penyediayaan layanan kredit atau pinjaman kepada masyarakat berdasarkan
hukum pergadaian (Samsam, 2019).

Gadai dalam praktik di Masyarakat masih ada yang mengandung unsur riba dan kerugian
terhadap masyarakat yang menggadai (Noviarni, 2021). Dalam praktik gadai konvensional, sering
mengandung aspek-aspek yang mengandung pertentang terhadap prinsip prinsip hukum ekonomi
syariah. Semua itu terjadi dikarenakan peminjam harus memberikan penambahan nominal dari
pokok hutang dan adanya permasalahan dalam praktik pengelolaan terhadap barang gadai.
Perbedaan prinsip ini timbul pertanyaan mengenai praktik gadai konvensional dengan hukum
ekonomi syariah

Berdasarkan penjelesan diatas Peneliti mendapatkan suatu permasalahan ketidaksesuaian

gadai konvensional yang masih memakai unsur riba. Hal ini menyebabkan peneliti tertarik dan ingin

2



mengkaji lebih dalam lagi mengenai Analisis Ketidaksesuaian Gadai Konvesional terhadap Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pegadaian Cokronegaran). Selain itu, penelitian ini mengharapkan
dapat memberikan wawasan untuk masyarakat mengetahui prinsip prinsip gadai yang sesuai dengan

Hukum ekonomi syariah.

2. METODE

Padapenelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi gambaran berdasarkan
secara umum tentang bagaimana Analisis Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Lokasi
dalam penelitian ini di Pegadaian Cokronegaran yang terletak di Kecamatan Jebres kota Surakarta
melalui wawancara secara langsung/luring bersama pegawai Pegadaian. Teknik analisa data
merupakan bagian sangat penting dari penelitian. Teknik ini akan mencantumkan reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan adanya wawancara, observasi dan

dokumen untuk menarik kesimpulan dalam penilitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadist bahwa gadai diperbolehkan
dalam Islam. Akan tetapi, harus diperhatikan akad dan praktik gadai. Hal ini penulis mencoba
menganalisis praktik gadai yang ada di pegadaian cokronegaran yang didasari fatwa DSN MUI
Nomor 52/DSN-MUI/IN1/2002 dengan tinjauan hukum ekonomi syariah. Selain itu, penulis
melakukan wawancara salah satu ulama yang mengusai tentang penelitian.
3.1.Tinjauan Hukum Ekonomi syariah berdasarkan fatwa DSN MUI terhadap praktik gadai
di Pegadaian Cokronegaran

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu kumpulan hukum yang mengatur kegiatan
ekonomi berdasarkan hukum islam untuk mengatur segala aspek praktik kegiatan ekonomi.
Gadai diperbolenkan dalam islam bahkan sudah dijelaskan didalam Al-Qur’an dan hadist.
Selain itu, para ulama sepakat bahwa gadai diperbolehkan.

Peneliti melakukan wawancara salahsatu tokoh agama untuk memperkuat analisis
penelitian ini. Narasumber yang dimaksud ialah Ustadzah Machsunnah yang merupakan tokoh
agama yang paham tentang hukum ekonomi islam

Terkait praktik gadai di Pegadaian Cokronegaran dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1) ljab Qabul (sighat)
ljab Qabul (sighat) merupakan salah satu rukun gadai yang harus ada disetiap praktik
gadai. Akad gadai dikatakan sah apabila adanya perjanjian antara penerima gadai dan
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2)

3)

pemberi gadai. Seperti yang dikatakan oleh Ustadzah Machsunah.

“....ketika kita mau melakukan transaksi jual beli termasuk transaksi gadai. Harus
adanya perjanjian dan pertemuan dari dua pihak antara si pemberi gadai dengan yang
penerima gadai.....

Didalam praktik gadai yang ada di Pegadaian Cokronegaran terdapat adanya suatu
perjanjian dan pertemuan langsung antara nasabah dengan pihak pegadaian seperti yang
dikatakan oleh salahsatu nasabah yaitu Bapak Yudi.

Bapak Yudi mengatakan : “...saya mau mengisi formulir perjanjian lalu saya
menyerahkan kembali kepada pegadaian...”

Dalam hal ini, pada praktik gadai yang dilakukan oleh pegadaian dan nasabah sudah
memenuhi salah satu rukun gadai yaitu adanya perjanjian antara nasabah dengan pihak
pegadaian dan dalam praktik ini bisa dikatakan sah dalam menjalani rukun sighat dalam
praktik gadai.

Orang yang berakad (Aqid)

Dalam praktik gadai orang yang berakad harus memiliki kacakapan hukum yang
meliputi baligh dan berakal. Selain itu, barang yang akan dijadikan sebagai jaminan harus
memiliki nilai jual yang setara dengn nilai hutang dan bukti kepemilikan harus jelas dimata
hukum.

Dalam praktik gadai di Pegadaian Cokronegaran sudah dijelaskan oleh Lukman Hakim
bahwa salah satu syarat untuk menggadaikan barang harus membawa identitas yang jelas
seperti membawa KTP, ataupun Kartu Keluarga. Selain itu, nasabah membawa barang
jaminan dengan kepemilikan yang jelas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa praktik gadai di pegadaian
Cokronegaran sudah memenuhi rukun dan syarat gadai yaitu adanya kacakapan hukum.
Objek gadai

Objek gadai dalam melakukan praktik gadai adalah barang jaminan yang jelas atas
kepemilikannya. Dalam hukum ekonomi syariah barang gadai yang dijadikan jaminan harus
jelas barangnya dan bukti kepemilikannya.

Ustadzah machsunah mengatakan : “....barang yang ingin di gadai harus jelas fisiknya
ataupun bukti pemilikian dari si pemiliknya...”

Dalam praktik gadai di pegadaian Cokronegaran. Sudah dijelaskan oleh Bapak Y udi
selaku nasabah bahwa beliau membawa barang jaminan berupa laptopnya serta
menandatangani formulir yang dari pegadaian.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pelaksanaan gadai di Pegadaian Cokronegaran
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sudah memenuhi rukun dan syarat gadai yaitu adanya objek gadai yang jelas.
Biaya sewa (Ujrah)

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) mempebolehkan adanya biaya sewa
dengan bertujuan kompensasi atas pemerawatan barang jaminan dengan adanya
kesepakatan antara penerima gadai dengan pemberi gadai.

Fatwa DSN MUI nomor 52/DSN-MUI/111/2002 menjelaskan bahwa biaya sewa
harus adanya kesepakatan antara dua pihak. Selain itu, biaya sewa hanya diperoleh untuk
kompensasi atas pemerawatan barang jaminan tidak adanya kemanfaatan barang tersebut
dan penambahan nilai hutang disetiap jangka waktu.

Menurut ustadzah Machsunnah mengatakan :

..... biaya sewa pemerawatan itu diperbolehkan asalkan dari pihak pemberi hutang
tidak boleh memanfaatkan barang tersebut dan tidak boleh adanya penambahan hutang
mengatasnamakan biaya sewa”

Melihat dari pelaksanaan praktik gadai yang ada di pegadaian. Lukman Hakim
menjelaskan adanya biaya sewa setiap 15 hari dengan sebesar 1% - 1,4% dan pihak
pegadaian hanya menyimpan barang tersebut .

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa praktik gadai yang ada di
Pegadaian Cokronegaran belum memenuhi rukun dan syarat gadai dikarenakan adanya
persentase 1% - 1,4% di setiap 15 hari. Hal ini masih adanya ketidakjelasan atau Gharar
karena belum tentu setiap bulan barang jaminan itu diperbaiki atau tidak dan ketidakjelasan
tentang pengeluaran biaya perbaikan barang jaminan tersebut. Hal ini dikhawatirkan adanya
penambahan jumlah hutang dengan mengatasnamakan biaya sewa.

Pemberitahuan waktu tempo

Fatwa DSN MUI Nomor 52/DSN-MUI/111/2002 menjelaskan bahwa setiap kegiatan
hutang piutang wajib memberitahukan kepada penerima hutang untuk membayarkan
hutangnya kepada pemberi hutang.

Dalam praktik gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Cokronegaran yang sudah
dijelaskan oleh Lukman Hakim bahwa pihak pegadaian akan memberitahukan kepada
nasabah untuk segera melunasi hutangnya di setiap 7 hari sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan penjelasan tersebut praktik ini sudah sesuai dikarenakan adanya
pemberitahuan kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya.

Biaya tambahan atau denda
Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) melarang adanya denda atau biaya

tambahan lainnya di praktik gadai. Menurut para ulama bersependapat bahwa denda atau
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biaya tambahan lainnya tidak diperbolehkan karena adanya unsur riba.

Dalam praktik gadai di Pegadaian Cokronegaran. Seperti yang dijelaskan Lukman
Hakim bahwa pihak pegadaian akan memberikan dendaapabila nasabah terlambat melunasi
hutangnya. Selain itu, adanya biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 dalam setiap pelunasan
hutang.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui praktik gadai ini tidak sesuai
dikarenakan adanya penambahan biaya administrasi di setiap transaksi pelunasan hutang.

Hal ini akan adanya penambahan jumlah hutang yang akan dilunasi oleh nasabah.

4. PENUTUP

Dalam prosedur di Pegadaian Cokronegaran pada akadnya masih adanya ketidaksesuaian
didalam akad terutama dibagian akad pinjam dikarenakan adanya biaya tambahan seperti biaya
administrasi tiap angsuran sebesar Rp. 10.000. dan adanya denda keterlambatan. Hal ini adanya
praktik riba didalam akad pinjam pada prosedur transaksi gadai di Pegadaian Cokronegaran.

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah didalam praktek gadai yang ada di Pegadaian
Cokronegaran sudah memenuhi rukun dan syarat seperti Shigat (ijjab Kabul) yang Dimana nasabah
menyerahkan barang gadaiannya kepada pegadaian dan pegadaian menyetujuinya, Aqid yang berupa
Nasabah dengan pegadaian, adanya objek barang berupa Laptop, dan nasabah memberikan pinjaman

kepada nasabah berupa uang
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